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KATA PENGANTAR

Indonesia dalam lima tahun ke depan sudah terlaksana dengan lancar dan aman. Pemimpin

baru Indonesia sudah terpilih. Sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia termasuk anggota
ISEl merapatkan kembali barisan untuk bersiap-siap ikut berpartisipasi secara aktif dalam
pembangunan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan. Apalagi tantangan baik dari
dalam negeri, regional maupun global sudah menghadang di depan mata. Masyarakat Ekonomi
ASEAN, kompleksitas perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral, dan berbagai
isu domestik lainnya seperti bonus demografi, Middle Income Trap sudah menanti untuk segera
mendapatkan respon dan tindakan dari pemerintah baru nanti.

Pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden yang akan menentukan

Pemilihan tema “Pembaharuan Institusi Ekonomi dan Mutu Modal Manusia” pada Seminar
Nasional dan Sidang Pleno ISEI ke XVII di Ternate ini dipilih bukan tanpa alasan. Hasil Call for
Paper dan Small Research yang diselenggarakan oleh PP ISEl yang melibatkan para mahasiswa,
dosen, praktisi dan anggota ISEl daerah menegaskan urgensi untuk meningkatan kualitas institusi
ekonomi terutama lembaga, birokrasi dan kebijakan pemerintah yang akan menentukan rule of
the game bagi bekerjanya sistem ekonomi secara efisien dan efektif di Indonesia. Selain itu
pembangunan modal manusia baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas melalui pendidikan dan
kesehatan adalah sentral dalam perekonomian. Pembangunan institusi ekonomi dan manusia
di Indonesia saat ini membutuhkan sebuah akselerasi bukan sekedar business as usual karena
Indonesia sudah tertinggal di ASEAN dan emerging countries lainnya. Tanpa adanya akselerasi,
jangan mengharapkan kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik dalam lima tahun atau bahkan
satu dekade mendatang, karena institusi ekonomi dan mutu modal manusia penting dalam
pembangunan ekonomi Indonesia.

Tema-tema penting yang diambil dalam Sidang Pleno kali ini sangat relevan bagi pembangunan
Indonesia kedepan. Dari enam sub tema yang telah dipilih oleh PP ISEI untuk dianalisis dan
didiskusikan lebih lanjut dalam serangkaian kegiatan yang diagendakan dalam Seminar Nasional
dan Sidang Pleno selama 3 hari ini diharapkan dapat memunculkan sebuah rekomendasi konkret
dan implementatif yang dapat berkontribusi positif terhadap akselerasi pembaharuan institusi
ekonomi dan perbaikan mutu modal manusia Indonesia. Dengan demikian PP ISEI diharapkan
bisa memberikan kontribusi yang positip dan senantiasa optimis bagi terwujudnya Indonesia
yang lebih baik tanpa mengesampingkan pemikiran yang kritis dan konstruktif.

Ketua Tim Editor
Prof. Dr. Sri Adiningsih
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INDIKATOR DAN KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAI BASIS IMPLEMENTASI
ATAS UNDANG-UNDANG DESA')

Mulyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis — Universitas Sebelas Maret(UNS) Surakarta
Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) — LPPM UNS
E-mail: yanto.mul@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun Indeks Pembangunan Desa (/PDesa) yang dibentuk
dari seperangkat indikator pembangunan Desa. Di samping itu juga untuk meneliti kinerja IPDesajika
dilihat dari beberapa variabel pembedanya. Sistem indeks yang dilengkapi alat uji korelasi dan
analisis varian satu jalur, digunakan untuk menganalisis /PDesayang berbasis pada data sekunder
tahun 2011 di 391 desa di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil studi ditemukan bahwa
dari 9 indikator penentu/PDesa, satu-satunya indikator yang secara absolut maupun dari besaran
derajad korelasi yang hampir sama adalah Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IJAHMAS). Hal ini
mengindikasikan bahwa IJAHMAS mempunyai peran penting dalam pembentukan /PDesa.Dari 5
(lima) faktor pembeda, hanya ada 2 variabel pembeda yang signifikan, yaitu variabel rasio lahan
pertanian dan variabel migrasi bersih (net migrations).

Abstract

The purpose of this study is to develop the Development Index of Villages (VD) that it is formed from a
set of development indicators for villages. In addition it is also to examine the performance of VD/ when
viewed from several differences of control variables. The index system that complemented with test
of correlation and analysis of variance were used to analyze differences of VDI based on secondary
datain 2011. The document of Sub District in the Figures published by BPS in Klaten district in Central
Java Province is used to support this study. From the results of the study, it was found that of 9 VD/
determinants, the only indicator that in absolute terms and the degree of correlation almost similar
was Indicators of Public Welfare (IJAHMAS). This indicates that JAHMAS have an important role in the
formation of VDI. Of 5 (five) differentiating factors, there were only 2 variables significant different, i.e
the ratio of agricultural land and variable of net migration.

Kata Kunci:
Pembangunan Desa, Indikator Pembangunan Desa, Sistem Indeks, Klasifikasi Desa, Klaten Jawa
Tengah

JEL Classification: r12, r58

1)Paper disampaikan dalam Kegiatan Sidang Pleno ISEI XVII dengan tema: “PEMBAHARUAN INSTITUSI EKONOMI DAN

MUTU MODAL MANUSIA”, yang akan dilaksanakan di Ternate, 3-5 September 2014. Paper ini bagian dari riset yang didanai

oleh

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2014.

Paper ini dapat dikategorikan ke dalam sub tema: Pembaharuan Institusi Ekonomi dalam Mendukung Perekonomian.
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. PENDAHULUAN

ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditidaklanjuti

dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar pentingnya pembangunan
Indonesia yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah.

Pembangunan desa mendapatkan perhatian secara mendalam oleh Pemerintah, khususnya setelah

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, khususnya Pasal 91 telah pula dinyatakan bahwa: “Seluruh pendapatan
Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APBDesa”. Hal ini membawa implikasi bahwa penggunaan dana Desa harus optimal dan juga harus jelas
peruntukannya, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari yang melibatkan banyak pihak
di Pemerintahan Desa.

Dengan jumlah Desa di seluruh Indonesia yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 73.000 desa
(Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014), dansetiap desa diperkirakan akan menerima dana desa antara
Rp.800 juta hingga Rp.1,4 milyar; maka upaya untuk mencari altenatif pengunaan dana/alokasi dana desa
perlu segera dilakukan dan diformulasikan.

Studi ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan di atas dengan cara membentuk
suatu model pengukuran kemajuan pembangunan desa dan mencari beberapa faktor yang dapat
membedakan tingkat kemajuan pembangunan antar desa. Model yang terbentuk,selain bermanfaat
untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa, juga bermanfaat sebagai pertimbangan dalam
menentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terkait dengan seperangkat indikator penentu kemajuan
pembangunan desa.

Berbagai studi dalam konteks pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia
telah banyak juga diterapkan. Bappenas, BPS dan UNDP (2001, 2004) misalnya; telah mengembangkan
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penerapan model IPM untuk konteks pembangunan
desa pernah juga diimplementasikan oleh Mulyanto dan Magsi (2014), dengan mengambil populasi desa
di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: (i) Kabupaten Wonogiri, (ii) Kabupaten Klaten, (jii)
Kabupaten Sragen, dan (iv) Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Sementara untuk konteks pemerintah di 31 provinsi di Republik Rakyat China (RRC), Wang (2007) juga
telah melakukan studi untuk mengukur kemajuan pembangunan yang diberi judul Regional Development
Index (RDI). Wang (2007) mengembangkan RDI dengan mempertimbangan 10 (sepuluh) indikator dasar
(Pembangunan Ekonomi, Produktivitas dan Research and Development (R and D), Pembangunan Manusia,
Pendidikan,Keadilan Sosial, Pelayanan Publik, Jaminan Sosial, Sarana dan Prasarana,Perlindungan
Lingkungan, serta Pengembangan Kelembagaan), dan 1 (satu) indeks acuan, yaitulndikator Sumber Daya
Alam (SDA) dan Lokasi Geografi.

Model untuk konteks provinsi di Indonesia pernah juga diterapkan oleh Bappenas (2001), dengan judul
kajian: "Indeks Pembangunan Daerah (IPD) atau Regional Development Index (RDI)”untuk pemerintahan
di 26 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data sekunder tahun 1994, 1996 dan 1998. Dalam
menyusun IPD/RDI, Bappenas (2001) menggunakan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: (i) Kapabilitas
Pemerintah, (i) Perkembangan Wilayah, dan (iii) Keberdayaan Masyarakat. Masing-masing indikator
tersebut, kemudian diturunkan ke dalam sub-sub indikator pembentuknya.

Model-model pembangunan untuk beberapa kasus di luar Indonesia, yang juga pernah dikembangkan,
antara lain: (i) Indicators of Good Governance | |GG (Philippine Institute for Development Studies, 1999);
(i) Regional Attractiveness Index | RAI (Price-Waterhouse Cooper, 2001); (iii) Urban Governance Index
/ UGI (UN-HABITAT, 2002) dalam rangka Global Campaign on Urban Governance; (iv) Environmental
Sustainability Index | ESI (Yale University, 2005); (v) Indicators of Sustainability Development / ISD (United
Nations, 2007); dan (vi) Vulnerability and Resilience Index / VRI (Malta University, 2008).
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Dari latar belakang di atas, tujuan dari studi yang diringkas dalam tulisan ini, yaitu: (i) menyusun model
pengukuran kemajuan pembangunan desa, dan (ii) meneliti karakteristik kemajuan pembangunan desa,
jika dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu: (a) jenis/tipologi desa, (b) pembagian zona kota-desa, (c)
kondisi perpindahan penduduk desa (net migrations), (d) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan
desa), dan (e) rasio jenis kelamin (sex ratio).

Il. METODE PENELITIAN

A.

192

Obyek Penelitian

Studi ini hanya menggunakan 1 (satu) titik waktu yaitu kondisi desa pada tahun 2011 yang mencakup
banyak sampel (cross-section analysis). Unit analisis dalam studi ini adalah entitas/organisasi yaitu
instansi pemerintahan desa; dengan mengadakan pengukuran terhadap hal-hal yang terkait dengan
obyek pemerintahan desa atau propertinya. Properti dari Pemerintahan Desa (Pemdes), misalnya:
jumlah aparatur Pemdes, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga, jumlah sarana
kesehatan desa, jumlah tenaga medis, dan seterusnya. Sebanyak 391desa (seluruh desa) yang
tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten dijadikan sebagai obyek dalam studi ini (Gambaran
peta Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada Lampiran 1). Data diambil dari buku Kecamatan Dalam
Angka Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, yang
mencakup sejumlah 26 kecamatan.

Penyusunan Indikator Penentu Kemanjuan Pembangunan Desa

Dalam menyusun tolok ukur / indikator kemajuaan pembangunan Desa, digunakan 9 (sembilan)
indikator, yaitu: (i) Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik, (ii) Kekayaan dan Keuangan
Desa, (iii) Sarana Perekonomian Desa, (iv) Sarana Transportasi dan Telekomunikasi, (v) Kelembagaan
dan Partisipasi Masyarakat Desa, (vi) Kesejahteraan Masyarakat, (vii) Pendidikan Masyarakat, (viii)
Kesehatan Masyarakat, dan (ix) Kesejahteraan Keluarga. Secara operasional, ke-9 indikator tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut (Mulyanto, 2013):

1. Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik

Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap jumlah rumah tangga dikali 1.000
Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap luas wilayah

o o o

Proporsi aparatur pemerintah desa yang lulus SMA ke atas terhadap keseluruhan jumlah
aparatur dikali 100

2. Kekayaan dan Keuangan Desa

Rasio Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap jumlah rumah tangga

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan terhadap jumlah rumah tangga

Rasio Pendapatan Desa dalam APBD terhadap jumlah rumah tangga
Rasio Pendapatan Asli Desa dalam APBD terhadap jumlah rumah tangga
Rasio Tanah Kas Desa terhadap jumlah rumah tangga dikali 1000

® a0 op

3. Sarana Perekonomian Desa

a. Rasio jumlah fasilitas perdagangan dan lembaga keuangan terhadap jumlah penduduk
dikali 1.000

b. Rasio jumlah industri (Mikro, Kecil dan Menengah) terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
Persentase jumlah perkerja di sektor pertanian terhadap total pekerja
d. Persentase jumlah perkerja di sektor Industri terhadap total pekerja



4. Sarana Transportasi dan Telekomunikasi

Jumlah alat transportasi bermesin terhadap jumlah rumah tangga dikali 100

Rasio panjang jalan beraspal terhadap keseluruhan panjang jalan dikali 100 di suatu desa.
Rasio keseluruhan panjang jalan terhadap luas wilayah di suatu desa

Rasio jumlah sarana telekomunikasi terhdap jumlah rumah tangga dikali 100

a o o p

5. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Jumlah kelembagaan Rukun Warga (RW) terhadap penduduk dikali 1.000
Jumlah kelembagaan Rukun Tetangga (RT) terhadap penduduk dikali 1.000
Rasio jumlah sarana ibadah terhadap penduduk dikali 1.000

Jumlah organisasi kelompok tani yang ada di suatu desa

oo oo

Jumlah organisasi kelompok Dasa Wisma yang ada di suatu desa

6. Kesejahteraan Masyarakat

Rasio produksi padi terhadap jumlah penduduk

Rasio penduduk miskin terhadap jumlah rumah tangga (kepala keluarga) dikali 100%
Jumlah penyandang cacat

Jumlah peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun

Rasio jumlah ternak terhadap rumah tangga

~® a0 TP

Rasio jumlah unggas terhadap rumah tangga

7. Pendidikan Masyarakat

Rasio jumlah gedung Sekolah Dasar (SD) terhadap jumlah murid SD dikali 100

Rasio jumlah murid terhadap guru jenjang pendidikan SD

Rasio siswa SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100

Persentase penduduk lulusan SLTA dan AK/PT terhadap penduduk usia 5 tahun ke atas.

oo o

8. Kesehatan Masyarakat

Rasio jumlah sarana kesehatan terhadap penduduk dikali 1.000

Rasio jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
Jumlah posyandu.

Rasio jamban keluarga terhadap jumlah rumah tangga kali 100%
Tingkat kematian bayi per 1.000 jumlah penduduk pertengahan tahun.
Tingkat kelahiran bayi per 1.000 jumlah penduduk pertengahan tahun.

-~ o 00 T

9. Kesejahteraan Keluarga

a. Jumlah penduduk dibagi jumlah rumah tangga

b. Jumlah penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif dibagi penduduk usia
produktif dikali 100

c. Rasio rumah permanen terhadap keseluruhan rumah dikali 100%.

d. Rasio peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) dikali
100%

e. Rasio rumah tangga pelanggan listrik terhadap jumlah tangga keseluruhan dikali 100%

Sebelum diagregasi dalam suatu indikator (keseluruhan ada 9 indikator) sebagai penentu kemajuan
pembangunandesa, variabel tertentu yang membentuk suatu indikator akan ditransformasikan terlebih
dahulu ke satu nilai atau besaran dengan sistem indeks. Penilaian dalam sistem indeks mempunyai
standar nilai O (tingkat pembangunan paling rendah atau paling buruk) sampai dengan standar nilai
10 (tingkat pembangunan paling tinggi atau paling baik). Pendekatan ini pernah digunakan oleh
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Wang (2007) dalam menghitung Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index) di 31
provinsi di Republik Rakyat China (RRC).

Untuk indikator yang positip, yaitu nilai yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pembangunan yang
lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta, 2006 dan Wang, 2007):

Vi = Vmin
It desa = -ermrermmemeeeee [ IR 2.1)
Vmax = Ymin
Sementara untuk indikator yang negatip, yaitu nilai yang lebih rendah mencerminkan tingkat
pembangunan yang lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta, 2006
dan Wang, 2007):

Vmax — Vi
L 1Y W — [ T U U (2.2)

Vmax = Vmin

Dimana: Ith, merupakan hasil transformasi suatu variabel tertentu ke dalam bentuk sistem indeks
dengan standar 0-10 satuan indeks; V, merupakan nilai variabel yang akan membentuk suatu
indikator, dengan simbul Vmax, berarti nilai yang maksimal atau yang paling tinggi dari keseluruhan
sampel dan Vmin, berarti nilai yang minimal atau paling kecil dari keseluruhan sampel dalam studi;
Vi, merupakan nilai variabel yang dimiliki suatu desa yang akan dihitung sistem indeksnya.

Nilai variabel dasar yang telah ditransformasikan bersama dengan nilai variabel dasar yang lain
akan membentuk suatu indikator atau sub indeks, yang jika didekomposisikan lebih lanjut akan
membentuk atau menghasilkan indeks total. Kumpulan/agregasi dari sejumlah sub indeks akan
membentuk indeks yang lebih tinggi, yang berarkhir dengan terbentuknya suatu indeks total, yang
dalam studi ini dinamakan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa). Kedua rumus sistem indeks
tersebut akan diterapkan terhadap variabel-variabel yang membentuk suatu indikator (keseluruhan
ada 9 indikator), dengan menerapkan bobot sama atas semua indikator pembentuk IPDesa (Wang,
2007).

Untuk mendapatkan hasil akhir dalam bentuk indeks total atau Indeks Pembangunan Desa (IPDesa),
dilakukan sistem perhitungan indeks dengan rumus sebagai berikut:

9

IPDesa (i) = Z a. IPPD (i) weeeeeeeenee e (2.3)
=1

Di mana:

IPDesa : Indeks Pembangunan Desa

i : Desa ke-i

z : Penjumlahan dari Keseluruhan IPPD

j . Indikator ke-j

a. : Bobot Indikator

IPPD . Indikator Penentu Pembangunan Desa (9 indikator)

Untuk menguiji tingkat keeratan hubungan / korelasi antara indeks total (IPDesa) dan indikator
pembentuknya (ada 9 indikator), digunakan alat uji Korelasi Pearson (The Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficients) sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh Ogwang (1997), Cahill (2005),
dan Wang (2007)).

Karakteristik Pembeda Kemajuan Pembangunan Desa

Setelah ditemukan indikator dan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), dalam studi ini akan dikaji
karakteristik kemajuan pembangunan desa, jika dilihat dari 5 (lima) variabel pembeda, yaitu: (i)
jenis/tipologi desa, (i) pembagian zona kota-desa, (iii) kondisi perpindahan penduduk desa (net
migrations), (iv) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan desa), dan (v) rasio jenis kelamin
(sex ratio). Penjabaran selengkapnya adalah sebagai berikut:
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Jenis/Tipologi Desa

Jenis/tipologi desa berdasar kajian Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 dalam kegiatan
Sensus Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2008 (PODES Tahun 2008), klasifikasi desa dibagi
ke dalam beberapa kategori, yaitu: (i) Desa Tanaman Pangan - Padi; (i) DesaTanaman Pangan
- Palawija; (iii) DesaTanaman Pangan - Hortikultura; (iv) DesaPerkebunan; (v) DesaPeternakan;
(vi) DesaKehutanan; (vii) DesaPertanian Lainnya; (vii) DesaPertambangan dan Penggalian;
(ix) Desalndustri Pengolahan; (x) DesaPerdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan; (xi)
DesaPengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi; (xii) Desadasa; serta (xiii) DesaSektor
Ekonomi Lainnya (Sektor Gas, Listrik dan Air Bersih; dan Sektor Perbankan dan Jasa Perusahaan
Lainnya). Pembagian tersebut berdasar lapangan pekerjaan yang sebagian besar menjadi mata
pencaharian dari penduduk desa setempat.

Pembagian Zona Kota-Desa (Rasio Lahan Pertanian)

Lahan di suatu desa secara umum dibendakan menjadi2 (dua) macam, yaitu lahan tanah sawah
dan lahan tanah kering. Lahan pertanian identik dengan lahan tanah sawah, yang dinyatakan
dalam satuan luas (Hektar atau Ha); sedang persentase luas lahan pertanian dinyatakan sebagai
rasionya terhadap keseluruhan luas lahan di suatu desa. Lahan pertanian dalam studi ini akan
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori/zona, yaitu: (i) Zona Bingkai Kota (rasio luas lahan
pertanian <25%); (ii) Zona Bingkai Kota Desa (rasio rasio luas lahan pertanian antara 25% sampai
< 50%); (iii) Zona Bingkai Desa Kota (rasio luas lahan pertanian antara 50% sampai < 75%); dan
(iv) Zona Bingkai Desa (rasio luas lahan pertanian = 75%).

Migrasi Desa Bersih (Net Migrations)

Migrasi dalam konteks masayarakat desa dicerminkan dengan data jumlah penduduk yang
datang (in migration) dan jumlah penduduk yang pergi/pindah (out migration), baik laki-laki
maupun perempuan di suatu desa. Data migrasi dinyatakan dalam satuan jumlah (jiwa atau
orang). Variabel net migrasi dihitung dari selisih antara migrasi datang dengan migrasi pergi/
pindah. Jika penduduk desa lebih banyak yang pergi, maka net migrasi bertanda negatif (-).
Sebaliknya, jika penduduk suatu desa lebih banyak yang datang, maka net migrasi bertanda
positif (+).

Jangkauan Pelayanan (Jarak Pusat Kabupaten dengan Desa)

Variabel Jarak. Variabel jarak menunjukkan besaran atau panjangnya jarak antara pusat
pemerintahan (kantor kabupaten) dengan kantor pemerintahan desa. Data jarak diukur dalam
satuan jarak perjalanan (km). Variabel jarak dalam studi ini dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu:
(i) Wilayah Pusat (kantor desa terletak antara 0 sampai <10 km); (ii) Wilayah Tengah(kantor desa
terletak antara 10 sampai <20 km); dan (iii) Wilayah Pinggir(letak kantor desa berjarak 20 km
atau lebih).

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)adalah rasio antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah
penduduk perempuan dikali 100. Secara umum kecenderungan di sebagian besar desa-desa
di Kabupaten Klatenmenunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak
dibanding penduduk laki-laki. Variabel rasio jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 (dua),
yaitu kurang dari 100 (penduduk perempuan lebih dominan), dan lebih besar dari 100 (penduduk
laki-laki lebih dominan).

Untuk melihat efek variabel bebas atau variabel faktor tersebut di atas (ada 5 (lima) faktor) terhadap
variabel terikat (besaran IPDesa) dengan membandingkan rerata dari beberapa populasi,
digunankan alat analisis varian satu jalur (one way ANOVA). Hal ini disebabkan hanya terdapat
satu variabel bebas yang berskala nominal/ordinal (ada 5 (lima) faktor) yang mempengaruhi
variabel terikat (besaran IPDesa)(Kazmier and Pohl (1987); Wonnacott and Wonnacott (1990)).
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lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian berikut akan dibahas hasil kajian indikator kemajuan pembangunan desa yang dibagi ke dalam
2 (dua) kelompok pembahasan, yaitu bagian yang membahas hasil perhitungan Indeks Pembangunan
Desa (IPDesa) secara makro, yang mengindikasikan kinerja pembangunan desa di 391 desa yang
tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2011; dan bagian perbedaan pembangunan
desa berdasar 5 (lima) faktor pembeda yang disinyalir mempengaruhi kinerja pembangunan desa.

A. Kinerja Pembangunan Desa

Kinerja pembangunan desa yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) yang
merupakan hasil dekomposisi dari 9 (sembilan) indikator pembentuk/PDesa dengan bobot sama;
dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai /PDesa di Kabupaten Klaten pada tahun 2011 yang mencakup
sejumlah 391 desa nilanya sebesar4,198 (dari nilai maksimal sebesar 10 satuan indeks). Hal ini
mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan desa di Kabupaten Klaten secara makro masih relatif
rendah. Nilai ini terletak antar rentang terendah sebesar 3,487 dan nilai tertinggi sebesar 5,297
dengan standar deviasinya sebesar 0,307. Gambaran statistikdeskriptif, selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran 2.

Tabel 3.1 Nilai Absolut dan Besaran Korelasi antar Rerata IPDesa dan Indikator Pembentuknya
di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Nilai Absolut Nilai Korelasi
Indikator Pembentuk IPDesa
Besaran Peringkat Besaran Peringkat

(1 2) (3) (4) (5)
1. IKAJPP 7.035 1 -0.285° 6
2. IKAKUD 2.195 8 0.5312 2
3. ISAPER 2.190 9 0.2752 7
4. ISTRANT 2.549 7 0.6212 1
5. IGAPMAS 3.367 6 0.330° 5
6. IJAHMAS 5.161 4 0.4302 3
7. IDIKMAS 5.702 3 0.2418 8
8. IKESMAS 3.567 5 0.1867 9
9. IJAHKEL 6.014 2 0.367° 4
IPDesa 4.198

Catatan: IKAJPP:Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; IKAKUD: Indikator
Kekayaan dan Keuangan Desa; ISAPER: Indikator Sarana Perekonomian Desa; ISTRANT:
Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi; IGAPMAS: Indikator Kelembagaan dan
Partisipasi Masyarakat Desa; WAHMAS: Indikator Kesejahteraan Masyarakat; IDIKMAS:
Indikator Pendidikan Masyarakat; IKESMAS: Indikator Kesehatan Masyarakat; IJAHKEL:
Indikator Kesejahteraan Keluarga; dan IPDesa: Indeks Pembangunan Desa.

a Derajad hubungan / korelasi siginifikan pada tingkat kesalahan 1% atau tingkat keyakinan
akan kebenaran derajad korelasi sebesar 99%.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014
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Di lain pihak, jika dilihat dari nilai absolut dan besaran/derajad korelasi dari 9 (sembilan) indikator
pembentuk/iPDesa, Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (IKAJPP)
mempunyai nilai terbesar secara absolut, tetapi mempunyai derajad hubungan yang relatif rendah
(ranking ke-6). Sementara Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi (ISTRANT) yang secara
hubunganmenempati urutan pertama dengan derajad korelasi sebesar 62,1%, namun dari sisi besaran
absolut hanya menempati urutan ke-7. Salah satu indikator yang secara absolut maupun derajad
korelasi yang hampir sama adalah Indikator Kesejahteraan Masyarakat ([JAHMAS). Hal ini membawa
implikasi bahwa permasalahan produksi padi, jumlah penduduk miskin, jumlah penyandang cacat,
peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun, jumlah ternak (baik besar maupun kecil) dan
juga ternak unggas menjadi variabel penting dalam mempertinggi kualitas pembangunan desa

Perbedaan Kinerja Pembanguna Desa

Perbedaan kinerja pembangunan desa yang akan dihahas pada bagian ini, dilihat berdasar 5 (lima)
sudut pandang, yaitu berdasar: (a) jenis/ tipologi desa, (b) pembagian zona kota-desa, (c) kondisi
perpindahan penduduk desa (net migrations), (d) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan
desa), dan (e) rasio jenis kelamin (sex ratio). Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Jenis / Tipologi Desa

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa untuk kasus di Kabupaten Klaten, kategori Desa Sektor Lainnya
(ada 8 desa) yang berdasar klasifikasi BPS (2009) terdiri atas desa-desa yang dominan pada mata
pencaharian di Sektor Gas, Listrik dan Air Bersih; dan Sektor Perbankan dan Jasa Perusahaan
Lainnya; mempunyailPDesa paling tinggi (rerata nilai IPDesa sebesar 4,265), dibanding desa
kategori lainnya.Sementara desa yang paling rendah kinerja pembangunan desanya adalah
Desa Peternakan (ada 4 desa, dengan rerata/lPDesa sebesar 3,947) yang sebagian besar berada
di dataran pegunungan di Kecamatan Kemalang. Desa—desa ini sering terkena bencana letusan
dari Gunung Merapi.

Desa-desa di Kabupaten Klaten yang relatif tinggi kinerjanya adalah Desa Pertanian Padi
(sebanyak 300 desa, dengan nilai rerata IPDesa sebesar 4,198) dan Desa Pertanian Palawija
(sebanyak 28 desa, dengan nilai reratalPDesa sebesar 4,259). Dengan total desa sebanyak 391
desa, maka rasio Desa Pertanian Padi di Kabupaten Klaten mencapai 76,73%. Hal inilah yang
kemungkinan juga berimplikasi pada bagian selanjutnya bahwa rasio tanah sawah yang semakin
besar (zona desa-kota), kinerja pembagunan desanya semakin tinggi.

Secara statistik memang tidak bisa dibuktikan bahwa faktor jenis/tipologi desa berpengaruh
terhadap besaran IPDesa. Hal ini dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) dengan
nilai sebesar 1,189 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 30,8%. Gambaran hasil
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Table 3.2 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Karakteristik Jenis/Tipologi
Desa di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011

Tipologi Desa N Rerata Ranking o]

(1) (2) (3) 4) § /.& /,' -
1. Pertanian Padi 300 4.198 4 Em;- 'n\| /
2. Pertanian Palawija 28 4.259 3 E l'\,‘ /
3. Peternakan 4 3.947 8 EE \ ,/
4. Pertambang.&Penggalian 6 4.064 7 E I\IL
5. Industri Pengolahan 15 4.183 5 E \'_
6. Perdag. &Rumah Makan 12 4.066 6 :
7. Jasa 18 4.260 2 N
8. Sektor Lainnya 8 4.265 1 a ; s ? % 5_ :
Total 391 4.198 ] c ) :

Uji F (Uji Beda) =1.189 (Prob. Kesalahan = 30,8%) Tipalogl Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014
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2. Kinerja Pembangunan DesaBerdasar Pembagian Zona Kota-Desa

Rasio luas lahan pertanian terhadap keseluruhan lahan di setiap desa di Kabupaten Klaten
menunjukkan bahwa semakin besar rasio luas lahan pertanian, semakin besar tingkat kemajuan
pembangunan di desa yang bersangkutan. Zona Bingkai Desa dengan rasio luas lahan pertanian
di atas 75% (sebanyak 61 desa) mempunyai besaran IPDesa yang paling tinggi (nilai rerata
IPDesa sebesar 4,279). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Table 3.3 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Pembagian Zona Kota-Desa
di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011

Zona Kota-Desa N Rerata Ranking
(1) 2) 3) 4) 3
1, Luas Lahan  <25% 48 4.186 3 ':_
2. Luas Lahan 25 - < 50% 40 4.128 4 :%: . /
3. Luas Lahan 50 - < 75% 242 4191 2 E ) pd
4. LuasLahan  >75% 61 4279 1 i !
Total 391 4.198
U E (Ul Beda) — 2206 (hroh. Kesatahan— 5778 e

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Dari Tabel 3.3 di atas, juga dapat dibuktikan bahwa faktor rasio luas lahan pertanian berpengaruh
terhadap besaran IPDesa. Hal ini dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) dengan nilai
sebesar 2,206dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 8,7%.

Kinerja Pembangunan DesaBerdasar Perpindahan Penduduk (Net Migrations)

Kinerja pembangunan desa di Kabupaten Klaten berdasar variabel migrasi bersih, ternyata
menunjukkan hal yang sangat menarik. Pertama, secara statistik nilainya signifikan yang
dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) sebesar 8,929 dengan probabilitas tingkat
kesalahan sebesar 0,3%. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel net migrasi mempunyai
pengaruh terhadap IPDesa. Kedua, dengan slope / kemiringan yang negatip menunjukkan bahwa
desa dengan penduduk banyak yang datang (ada 192 desa), kinerjalPDesa-nya justru lebih
rendah. Sebaliknya, semakan banyak penduduk yang pergi / pindah (ada 199 desa), besaran
IPDesa-nya justru lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Table 3.4 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Perpindahan Penduduk
(Net Migrations) di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011

Net Migrasi N Rerata Ranking
(1) ) 3) @) g
1. Banyak Penduduk Pindah 199 4.243 1 27
2. Banyak Penduduk Datang 192 4.151 2 % .
Total 391 4.198
Uji F (Uji Beda) = 8.929 (Prob. Kesalahan = 0,3%)
Met Migrasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Kondisi seperti tersebut di atas jangan-jangan mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan
di daerah perdesaan, khususnya di Kabupaten Klaten masih jauh dari mencukupi, sehingga
semakin banyak penduduk yang menuju ke suatu desa, akan mengakibatkan beratnya beban
yang ditanggung oleh desa yang bersangkutan, dan akan mengakibatkan semakin rendahnya
kinerja pembanguna desa di desa tersebut.



4. Kinerja Pembangunan DesaBerdasar Jangkauan Jarak Pelayanan

Secara statistik memang tidak terbukti adanya pengaruh variabel jarak terhadap besaran IPDesa,
yang dibuktikan dengan besaran nilai uji F (uji beda rerata) sebesar 0.053, dengan probabilitas
tingkat kesalahan sebesar 94,8%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut

ini.
Table 3.5 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Jangkauan Jarak Pelaynaan
di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011
Jarak Kab.-Desa N Rerata Ranking
(1) (2) (3) (4) £ "

1. Jarak  <20km 64 4187 3 u -
2. Jarak 20 - < 40 km 182 4.199 2 § ’
3.Jarak 240 km 145 4.201 1 ;
Total 391 4.198

Uji F (Uji Beda) = 0.053 (Prob. Kesalahan= 94,8%) ,w”Ph

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Walaupun secara statistik tidak terbukti signifikan, namun ada hal menarik dari hasil kajian yang
telah dilakukan, yaitu bahwa semakin jauh jarak desa dengan pusat pemerintahan kabupaten,
semakin tinggi kinerja pembangunan desa (/PDesa)-nya. Untuk kasus di Kabupaten Klaten,
semakin tingginya kinerja pembangunan desa dari desa-desa yang semakin jauh dari pusat
pemerintahan kabupaten, disinyalir akibat pengaruh dari wilayah kabupaten / kota di sekitarnya
(Provinsi DIY, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabuoaten Boyolali).

5. Kinerja Pembangunan DesaBerdasar Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Dengan tingkat kesalahan sebesar 13,1%; ada pengaruh dari faktor jenis kelamin (sex ratio)
terhadap kinerja pembangunan desa (/PDesa). Sebagaimana yang telah diterangkan pada
bagain sebelumnya bahwa ada kecenderungan saat ini bahwa penduduk dengan jenis kelamin
perempuan lebih dominan dibanding dengan penduduk laki-laki. Untuk kasus di Kabupaten
Klaten, desa-desa dengan penduduk perempuan lebih banyak ada sebanyak 295 desa (sekitar
75,45% dari total populasi desa yang berjumlah 391 desa).

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa desa-desa dengan jumlah penduduk perempuan lebih dominan
dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki, mempunyai kinerja pembangunan desa (IPDesa)
yang lebih tinggi. Hal ini tentu lebih menarik lagi jika variabel jenis kelamin ini juga diintegrasikan
dengan jenis pekerjaan menurut sektor ekonomi (jenis/tipologi desa), sehingga bisa ditemukan
desa-desa dengan mata pencaharian mana yang lebih maju dengan penduduk perempuan lebih
banyak, begitu pula sebaliknya. Hal ini penting untuk pengembangan desa-desa pada masa-
masa mendatang.

Table 3.6 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011

Rasio Jens Kelamin N Rerata Ranking
) @ @) @) g AN

£ .

1. Banyak Penduduk Wanita 295 4.211 1 g \\
\

2. Banyak Penduduk Pria 96 4.157 2 = \\
H ™
=

Total 391 4.18 N
Uji F (Uji Beda) = 2.286 (Prob. KesalaharF 13,1%) Ptamte Jenis Halamins

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014
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IV. SIMPULAN

Dari serangkaian kajian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa simpulan yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:

1.

Salah satu indikator yang mempunyai nilai secara absolut maupun derajad korelasinyarelatif tinggi
terkait dengan sumbangan dan kekeratan hubungan dengan IPDesa, adalah Indikator Kesejahteraan
Masyarakat (JJAHMAS). Hal ini membawa implikasi bahwa indikator IJAHMAS memegang peran
penting dalam pembentukan/formulasi /PDesa.

Di antara 5 (lima) variabel pembeda, hanya ada 2 (dua) variabel pembeda yang signifikan, yaitu
variabel pembagian zona kota-desa dan variabel perpindahan penduduk desa (net migrations).

Dari hasil kajian berdasar pembagain zona kota-desa mengindikasikan bahwa semakin besar
lahan pertanian, semakin tinggi tingkat kualitas pembangunan desa. Hal ini mengindikaikan bahwa
lahan pertanian masih mempunyai peran penting di perdesaaan, khususnya sebagai lahan mata
pencaharian penduduk desa.

Hasil kajian atas besaran perpindahan penduduk bersih (net migrations) menunjukkan bahwa desa-
desa yang semakin banyak didatangi penduduk justru memberikan hasil kemajuan pembanguan
desa yang lebih rendah. Hal ini disinyalir bahwa lapangan pekerjaanan di perdesaan masih sangat
langka / terbatas untuk menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Desa-desa dengan jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding dengan jumlah penduduk
laki-laki, mempunyai kinerja pembangunan desa (/PDesa) yang lebih tinggi. Hal ini akan lebih menarik
lagi, jika variabel jenis kelamin diintegrasikan dengan jenis pekerjaan menurut sektor ekonomi (jenis/
tipologi desa), sehingga bisa ditemukan desa-desa dengan mata pencaharian mana yang lebih maju
dengan penduduk perempuan lebih banyak, begitu pula sebaliknya.

V. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan studi yang telah dilakukanddengan mengambil kasus
di 391 desa di Kabuapaten Klaten, adalah sebagai berikut:

1.
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Implementasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memerlukan kajian yang
lebih mendalam. Hasil kajian dengan menerapkan kasus di 391 desa (seluruh desa) di Kabupaten
Klaten tahun 2011, mempunyai banyak dimensi dan banyak variasi hasil. Hal ini membawa implikasi
bahwa kebijakaan pembangunan desa tidak bisa disamaratakan, namun harus mempertimbangkan
banyak variabel / indikator yang dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan desa.

Perhatian terhadap peningkatan produksi padi, pengendalian jumlah penduduk miskin, penanganan
jumlah penyandang cacat, perhatian terhadap peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun,
peningkatan jumlah ternak (baik besar maupun kecil) dan juga ternak unggas; perlu diberikan bobot
yang lebih besar. Variabel-variabel tersebut menjadi variabel penting dalam mempertinggi kualitas
kemajuan pembangunan desa.

Luas lahan pertanian masih memegang peranan penting di perdesaan. Oleh karenanya, peraturan
mengenai ‘sawah lestari’ yang sering diterapkan dalam dokumen Rencana Tara Ruang Wilayah
(RTRW) tingkat provinsi, sebaiknya dan seharusnya terus diawasi hingga implementasinya di tingkat
kabupaten / kota.

Dengan dana yang kelak akan diterima di setiap desa nilainya relatif besar, maka penggunaan/
alokasi ke arah penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan, sangat mendesak dilakukan. Selain
untuk mengurangi urbanisasi, juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja
pembangunan desa.



5. Adobsi model IPDesa ini ke kabupaten/kota yang lain perlu dilakukan. Kantor Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEl) Pusat dapat menginisiasi kajian ini sebagai dasar untuk memperkuat implementasi
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa.
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Lampiran 2. Statistik Deskriptif dari Indikator Pembengtu IPDesa di Kabupaten Klaten Tahun 2011

Indicator Pembentuk IPDesa N Mini - Maxi - Rerata Std. Deviasi
mum mum
(1) @ (©) “4) ©) (6)

1. IKAJPP 391 2.465 9.713 7.035 (1) 1.227
2. IKAKUD 391 0.629 7.688 2.195 (8) 0.889
3. ISAPER 391 0.436 6.568 2.190 (9) 0.891
4. ISTRANT 391 0.121 8.200 2.549 (7) 1.560
5. IGAPMAS 391 0.690 6.780 3.367 (6) 1.118
6. IJAHMAS 391 2.984 8.102 5.161 (4) 0.851
7. IDIKMAS 391 2.620 8.555 5.702 (3) 0.855
8. IKESMAS 391 1.478 6.432 3.567 (5) 0.776
9. IJAHKEL 391 3.550 7.912 6.014 (2) 0.926
I PDesa 391 3.487 5.297 4.198 0.307

Catatan: IKAJPP: Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; IKAKUD: Indikator
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Kekayaan dan Keuangan Desa; ISAPER: Indikator Sarana Perekonomian Desa; ISTRANT:
Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi; IGAPMAS: Indikator Kelembagaan dan
Partisipasi Masyarakat Desa; IJAHMAS: Indikator Kesejahteraan Masyarakat; IDIKMAS:
Indikator Pendidikan Masyarakat; IKESMAS: Indikator Kesehatan Masyarakat; IJAHKEL:
Indikator Kesejahteraan Keluarga; dan IPDesa: Indeks Pembangunan Desa.

@ Derajad hubungan / korelasi siginifikan pada tingkat kesalahan 1% atau tingkat keyakinan akan
kebenaran derajad korelasi sebesar 99%.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014



